PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang . a. bahwa untuk melak&an ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dasedlagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unddéogor 12 Tahun
2008, Kepala Daerah mengajukan RancanganupPamaDaerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeraRBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meroleh persetujuan
bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah temfaggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagasmdmaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dan RencangaK&emerintah Daerah
Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakamum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telabepikati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Bdsember Tahun
2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimiamzksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan WRarmatDaerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bahun Anggaran
2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang nidéo 12 Tahun 1985 tentang Pajak Budén Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 NMd®6o Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubabahe Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republiloedia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentangMBzalehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Isitod@hun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)gsé@bana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000angntBea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentBegyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Larab Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara N8&#dr);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Betukan Kota Batu (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun  200Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara 4118);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20@htang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Irslang@ahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 42 Tahun 1986);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang KgamrPerbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@¥mor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Betukan Peraturan
Perundangan (Lembaran Negara Republik lesian Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200#ntang Pemeriksaan Pengelolaan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaragarsieRepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembararaiejomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent8iglem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republifonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomdr)442

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200Momor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubbkrhpa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembararaNeBepublik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuldimiesian Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang MPerngan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah @rambNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran fdedamor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200%atenp Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republikotedia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah 106  Tahun 200@&ntamg Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam PelaksanaakonBentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 108 Tahu?000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam PelaksanaakonBentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik IndoriEafain 2000

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tah2@00 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LemvaNegara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembargaha Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahud042 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Hélama Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®042

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416yya@hana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor aWud 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2@vtang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PélavaRakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repuldikniesia Nomor

4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu®052 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik InslanBahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB@2 ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tgrsaandar Akuntansi
Keuangan Pemerintahan (Lembaran Negara Replididnesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repuldikniesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tgrBamtuan Keuangan kepada Partai
Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2@0fang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tgnEena Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom@37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 266&ng Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikniesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repuhlillonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2Q@8Btang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noh38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah@®52tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikniesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuhlillonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah@f05 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimaemljaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambdbembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2@0%fang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4857);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tal@05 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemBraetath;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2@bBamg Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repulmdonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nogib4)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tah@f07 tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatabglLembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentatgppan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaaRencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repulridoriesia Nomor

4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2@8fang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republilotrasia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repulridoriesia Nomor
4972) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahudl02 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak abaedan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Insialdomor ) ;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Rencaméadhgunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tah@@52tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepaladbatan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mé&dam Negeri Nomor 21 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan MentdainbDBlegeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan PertanggungjawBblmja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah@@62tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diulslmgan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 TaH®62entang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 TaH®92entang Pedoman
Penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Diainah Anggaran
2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan kSarAtas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonk®2 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerabh;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 TaP0@5 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaliakyat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nob@ofTahun 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tah(® 28ntang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitdtyat Daerabh;



